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ABSTRAK

Irfan. 201910115158. Kebijakan Formulasi Terhadap Syarat Restorative Justice
Dalam Penanganan Perkara di Indonesia.

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang menitik
beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak
pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang
berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk
menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan
seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pendekatan restorative menekankan
bahwa pidana adalah sarana yang efektif untuk mengamankan kepentingan-
kepentingan yang diklaim sebagai pembenaran sanksi pidana. Tidak hanya
sebagai penjelasan para penganut rehabilitasi, bahwa hal yang dapat mengurangi
angka kejahatan dapat dicapai lebih efektif, melalui kebijakan sosial dan ekonomi,
dan perbaikan hak (kekuasaan dan keuntungan) para korban dapat dilindungi lebih
efektif melalui konpensasi (compensation) atau reparasi (reparation).
Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah berkisar pada kebijakan formulasi terhadap syarat restorative
justice dalam penanganan perkara di Indonesia saat ini, kebijakan formulasi
terhadap syarat restorative justice dalam penanganan perkara yang sebaiknya di
masa yang akan datang dan perbandingan restorative justice di berbagai Negara.
Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: teori kepastian hukum,
teori keadilan, teori restorative justice. Dalam penelitian ini menggunakan jenis
penelitian yuridis normatif, pendekatan undang-undang dan perbandingan
merupakan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum, dan
metode deskriptif analisis digunakan untuk pengolahan dan analisis dalam
penelitian ini.
Bahwa dalam konsep restorative justice belum keseluruhan optimal karena daya
dukung antara peraturan dan pelaksana (APH) tidak seimbang,
ketidakseimbangan itu muncul karena masyarakat pada umumnya masih
menggunakan pengadilan secara konseptual dan masih menggunakan criminal
justice system. Dengan demikian restorative justice dalam penanganan tindak
pidana tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana semata, melainkan juga
dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat
lokal serta berbagai pertimbangan lainnya. Di Belgia konsep restorative justice ini
dilakukan dengan terapi/rehabilitasi atau melakukan kerja sosial sebagai bentuk
tanggung jawabnya. Di Austria dalam undang-undangnya ditentukan kualifikasi
tindak pidana yang dapat menggunakan mediasi penal/restorative justice dalam
penyelesaiannya yaitu ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 Tahun untuk
dewasa dan 10 tahun untuk anak-anak. Di Belanda Rechtelijk Pardon (pemaafan
hakim) dapat menjadi suatu penyelesaian sengketa pidana secara umum
berdasarkan pada indikator-indikator tertentu penerapan sistem peradilan pidana
yang bersifat legalistic formalistic.

Kata kunci: kebijakan formulasi, restorative justice, sistem peradilan pidana.
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ABSTRACT

Irfan. 201910115158. How the Policy Formulation of the Requirement of
Restorative Justice in the Handling of Things in Indonesia.

The concept of a restorative justice approach is an approach that focuses on the
conditions for creating justice and balance for the perpetrators of criminal acts
and the victims themselves. Procedures and criminal justice mechanism that focus
on punishment are transformed into a process of dialogue and mediation to create
an agreement on a more just and balanced settlement of criminal cases for the
victims and perpetrators. The restorative approach emphasizes that punishment is
an effective means to secure interests that are claimed as justification for criminal
sanctions. Not only as an explanation for the adherents of rehabilitation, that
things that can reduce the number of crimes can be achieved more effectively,
through social and economic policies, and improvements in the rights (power and
benefits) of victims can be protected more effectively through compensation or
reparations.
Starting from the background stated above, the purpose of this research is to
revolve around formulation policies regarding restorative justice requirements in
handling cases in Indonesia today, formulation policies regarding restorative
justice requirements in handling cases that are best in the future and restorative
comparisons justice in many countries. This study uses normative juridical
research, statutory and comparative are research approaches, sources of primary,
secondary, and tertiary legal materials, literature study as a method of collecting
legal materials, and descriptive analytical methods are used for processing and
analysis in this study.
Whereas the concept of restorative justice is not yet optimal because the carrying
capacity between regulations and implementers (APH) is not balanced, the
imbalance arises because people in general still use the court conceptually and
still use the criminal justice system. Therefore, restorative justice in handling
criminal acts is not only seen from the perspective of criminal law, but is also
associated with moral, social, economic, religious and local customs and various
other considerations. In Belgium the concept of restorative justice is carried out
with therapy / rehabilitation or doing social work as a form of responsibility. In
Germany, in the investigation stage, the prosecutor plays a role in determining
whether a case deserves to be mediated or not. In Austria, the law determines the
qualifications of criminal acts that can use penal/restorative justice mediation in
their settlement, namely the threat of imprisonment for not more than 5 years for
adults and 10 years for children. In the Netherlands Rechtelijk Pardon (Judge's
pardon) can be a general criminal dispute resolution based on certain indicators.
The implementation of a formalistic legalistic criminal justice system.

Keywords: formulation policy, restorative justice, criminal justice system.
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